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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pendaftaran tanah

magersari mejadiKasulatan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13

tahun 2012 tentang Istimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dihasilkan

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah magersari menjadi hak Kasultanan setelah berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimwaan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Pendaftaran tanah magersari menjadi hak Kasultanan setelah berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimwaan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya untuk menjamin kepastian
hukum hak atas tanah magersari menjadi tanah Kasultanan. Pendaftaran
bidang-bidang tanah, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960. Hal ini berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun
1997 mewujudkan keadilan bagi pemegang hak yang sebenarnya karena
pemegang hak yang sebenarnya tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan
hak atas tanahnya tersebut, akan diadakan pendaftaran tanah di seluruh
Indonesia dengan tujuan percepatan sertifikasi, meningkatkan pemberian
hak atas tanah dalam rangka perlindungan hukum dan kepastian hukum

hak atas tanah magersari menjadi tanah Kasultanan setelah berlakunya
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istiemwa Yogyakarta. Pendaftaran tanah tanah magersari menjadi
Kasultanan dan/atau Sultan Ground dan Pakulaman di Daerah Istimewa
Yogyakarta ada lembaga tradisional agraria bernama Paniti Kismo yang
mengurus peralihan hak atas Tanah Sultan Ground dan tanah Pakulaman
Ground Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pada Rijksblad 1918
Nomor 16 diberikan hak anganggo turun temurun dengan Peraturan
Daerah DIY Nomor 5 Tahun 1954 hak anganggo turun temurun diubah
menjadi hak milikdiurus Lembaga Pertanahan Keraton yang oleh Kantor
Paniti Kismo sesuai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan Tanah
Kasultanan Tanah Kadipaten yang sesuai asas pengakuan atas hak asal
usul, efektivitas pemerintahan dan pendayagunaan nilai-nilai kearifan
lokal. Paniti Kismo merupakan sebuah lembaga dimiliki Keraton
Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengatur
penggunaan atas tanah yang dimiliki oleh Kasultanan Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang digunakan oleh pihak Keraton maupun masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta.

. Sertifikasi tanah magersari menjadi tanah Kasultanan sebagai badan
hukum merupakan subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah
magersari 239 bidang dengan luas 541069 m? atas nama pemegang hak
Kasultanan Ngayoyakarta Hadiningrat di Kabupaten Sleman. Dengan
terbitnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan

terjadi perubahan dalam penguasaan tanah di seluruh Daerah Istimewa
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Yogyakarta,lahirnya Undang-Undang Keistimewaan ini maka
Kasultanan atau Pakualaman dapat mempunyai memiliki Hak atas Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Paniti Kismo atau Kantor
Pertanahan/Agraria Keraton yang terletak di Kalurahan Kadipaten
bertugas untuk mengurus status hukum tanah Keraton mengurus aspek
secara segi teknis dan segi yuridis tanah Keraton dan/ atau Tanah
Magersari. Sertipikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
merupakan surat tanda bukti hak milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional atau oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

c. Tanah Magersari menjadi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat
dikonversikan mejadi hak milik. Tanah Magersari yang dikelola
langsung oleh pihak Keraton Yogyakarta dapat didaftarkan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman melalui Dinas Pertanahan Tata Ruang
Kabupaten dengan penegasan hak sesuai hak atas tanah yang diatur
dalam Pasal 16 UUPA. Bagi penduduk yang menempati yang tanah
magersari tetap tunduk pada peraturan yang berlaku sebab tanah mereka
tempati milik Keraton Yogyakarta dengan status Magersari.

2. Hambatan-hambatan pendaftaran tanah magersari menjadi tanah  hak
Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimwaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendaftaran tanah dan kemungkinan lokasi sulit diketahui dan

petapendaftaran desa, peta terbitan tahaun 1938 sehingga petugas ukur
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mengalami kesulitan untuk melacaknya. petugas ukur di Kantor Pertanahan
tidak cukup untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah. Jumlah tenaga
administrasi di Kantor Paniti Kismo belum cukup untuk melayani
masyarakat mengajukan permohonan. Masyarakat yang menempati tanah
magersari ada yang belum mempunyai alas hak seperti surat kekancingan.
Upaya penyelesaian hambatan atau kendala dalam pendaftaran tanah
magersari menjadi tanah kasultanan di pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
a. Untuk mangatasi kendala yang muncul dalam kegiatan pendaftaran
tanah magersari menjadi tanah Kasulatanan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota merencanakan program penyuluhan rutin di pertanahan
tentang tanah magersari menjadi tanah Kasultanan pada  warga
masyarakat bahwa tanah magersari milik keraton dan dari keraton yang
memberikan kepada masyarakat mengurus ijin ke keraton memperoleh
pemanfaatan. Aparat keraton bekerja sama Dinas pertanahan dan Tata
Ruang dan Badan Pertanahan Nasional —mengadakan penyuluhan
mengenai tugas-tugas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap
instansi-instansi Kabupaten/Kota para camat dan para kepala sampai RT
dan masyarakat yang memanfaatkan tanah Kasultanan, perlu
mengadakan tenaga ukur sendiri untuk melakukan pengukuran tanah
magersari. Meningkatkan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat
mendapatkan infomrasi terkait permasalahan Tanah Kasultanan, Tanah
Kadipaten, maupun Tanah Desa, baik itu mengenai bentuk permasalahan

maupun penanganan permasalahan sesuai Peraturan Gubernur DIY
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Nomor 33 Tahun 2017 pada masyarakat secara langsung maupun tidak
langsung melalui media cetak dan media elektronik.

. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat di bidang pertanahan
tentang cara untuk memperoleh tanah magersari. Dari pengolahan data,
dapat diketahui bahwa tanggapan masyarakat terhadap sertifikat yaitu
dengan mempunyai sertifikat tanah dapat mencegah terjadinya sengketa
pertanahan tanah magersari menjadi tanah Kasultanan.Untuk Paniti
Kismo hendaknya administrasi pertanahan Keraton sudah dipetakan
dalam satu peta dasar desa dengan baik sehingga untuk menghindari
terjadi  konflik antara Keraton masyarakat pemagersari. Untuk
masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan adanya pendaftaran
tanah magersari menjadi tanah kasultanan yang diberikan oleh pihak
Keraton, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum mengenai
pentinnya memiliki alas Hak Atas Tanah walaupun tanah tersebut adalah
tanah yang dipinjamkan oleh Keraton.

. Merekrut petugas ukur sendiri oleh di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten mencukupi
tenaga jurukur untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah magersari
menjadi tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kantor Paniti Kismo
harus merekrut tenaga administrasi dan tenaga ukur sendiri untuk
melakukan kegiatan pendaftaran dan pengukuran bidang tanah magersari
sendirisehingga hasilnya pendaftaran dan pengukuran dilakukan sesuai

dengan dengan Kketentuan peraturan pperundang-undangan.Dengan
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adanya sertipikat hak atas tanah dapat mencegah terjadinya sengketa
pertanahan tanah megersari menjadi tanah Kasultanan.

. Memberikan pemahaman pendaftaran tanah magersari diatas tanah
Kasultanan kepada Paniti Kismo bekerjasam instansi terkait dapat
memberikan pengetahuan terhadap masyarakat di bidang pertanahan
tentang cara untuk memperoleh tanah magersari Pengetahuan tanah
magersari menjadi tanah kasultanan sesuai Bagian Kesatu Asas Pasal 4
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah
Isitmewa Yogyakarta.Paniti Kismo bekerjasamainstansi  terkait
melakukan sosialisasi arti penting pendaftaran sistematis lengkap

khususnya tanah magersari menjadi magersari menjadi tanah Kasultanan.
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B. Saran
Pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan perlu adanya
lembaga pertanahahan Keraton dan lembaga baru terkait untuk melakukan
kegiatan sosialisasi tertib administrasi pertanahan sebagai nerikut:

1. Kantor Pertanahan Keraton/ Paniti Kismo melakukan kegiatan manajemen
penertiban tanah magersari dan administrasi pertanahan tingkat desa,
kecamatan sehingga tercapainya tertib administrasi pertanahan, teratur dan
akurat.Sebagai landasan pelayanan pertanahan Panitikismo sehingga dapat
mencegah sengketa pertanahan seminimal mungkin - terjadinya.
Memberikan arahan pelayanan dan prosedur perizinan penggunaan dan
pemanfaatan Tanah magersari sendiri. Pihak Keraton dan Dinas Pertanahan
Tata Ruang Kabupaten/Kota perlu membentuk polisi pertanahan Keraton
melakukan sistem monitoring, terhadap pelanggaran yang sering terjadi
diberi Sanksi-sanksi tegas pada pelanggar.

2. Perlu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bekerja sama Badan Pertanahan
Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pendaftaran Tanah Magersari
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku. Namun untuk masyarakat yang membutuhkan tanah magersari
menjadi tanah Kasultanan tidak langsung mengajukan permohonan ke
Keraton/Paniti Kismo untuk memperoleh Surat Kekancingan sebagai bukti
persetujuan pemanfaatan tanah akan diurus melalui Dinas Pertanahan Tata
Ruang Kabupaten/Kota karena semua proses penggunaan dan pemamfaatan

tanah magersari mengurus pelayanan administrasinya pertanahannya. Hal
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ini juga sesuai teori hak atas tanah milik hukum adat modern yang demokrat
yang disebutkan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan fungsi
sosial ini merupakan keadilan bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah
magersari.Untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi,
menjamin akuntabelitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam sistem administrasi pertanahan di
desa-desa menjadi lebih baik.

. Badan Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta melakukan kegiatan pelayanan pendaftaran tanah dan
pengukurannya bidang-bidang sesuai Peraturan yang berlaku. Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang belum atau kurang mengetahui Hukum
Pertanahan Perlu adanya penyuluhan hukum dibidang pertanahan Tanah
Magersari, mengingat masih banyak warga masyarakat mapun BPN, untuk
Paniti Kismo hendaknya administrasi pertanahan Keraton sudah dipetakan
dalam peta dasar desa dengan baik sehingga untuk menghindari terjadi
konflik antara Keraton dan masyarakat pemagersari.Meningkatkan
sosialisasi teritbadministrasi pertanahan diharapkan adanya percepatan
penyertifikatan tanah baik mandiri maupun melalui program PTSL,
meningkatkan kesadaran ~masyarakat untuk mentaati perizinan dan
melakukan pembayaran Pbb/Bphb. Untuk menertibkan tanah magersari
perlu diadakan kejelasan batas-batas tanah untuk mencegah adanya sengketa

dengan pihak-pehak lain.
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diDaerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah  Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak MilikTurun
Temurun Hak Atas Tanah.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah bagiHak
Milik Perorangan Turun Temurun.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun anggaran
1977/1078

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Ygoyakarta Nomor 55 Tahun 2015
Tentang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta
Terbitan Lembaga Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan
dan Tanah Kadipaten
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Lampiran 1 tabel 1 pendataan Kasultanan dan tanah Kadipaten Penguasaan dan pemilikan tanah-tanah bekas swapraja

hasil identifikasi dan pengukuran di daerah Istimewa yogyakarta .

No. Kab. Luas Prakiraan Luas | Luas penguasaan dan pemilikan bekas | Jlh Dari

/Kota Adm Bekas dari | swapraja hasil idetentifikasi pengukuran luas

Swapraja luas Prov

Prov. | CD SG PAG Kas Desa
(Pemda)
ha ha % ha ha ha ha ha %

1. Kota 325 80.05 246 |21.89 |80.05 3.00 16.11 10494 0.03
Yogy

2. Sleman | 47,627 306,16 0,64 | 170 30616 - 6435.30 6,743.16 | 2.21

3. Kulong | 58.627 1037.65 1.77 | - 2,051.34 | 330.62 2,746.34 5,128.95 | 1.68
progo

4. Bantul 50,685 1,669.75 3.29 | 10.00 | 2,081.34 | 962,62 3,247.54 6,301.50 | 2.06

5. Gunung | 148,536 | 581.50 039 |- 581.50 - 581.50 1,16300 | 0,38
Kidul

Jumlah 305,655 | 3,675.11 8.55 | 3359 |57101.04 | 1,296.24 | 13,010.68 1944155 | 6.36

Sumber : Puslitbang BPN Rl 2010




